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Abstrak 
Negara Indonesia dalam hal pencantuman klausul baku pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman Indodana bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian pinjaman online Indodana dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku peminjam dana terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian pinjaman online PT.Artha Dana Teknologi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian pinjaman online Indodana terkait perubahan informasi, syarat, kebijakan serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman online secara sepihak oleh Indodana bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pengguna jasa keuangan pinjaman online Indodana dalam menangani sengketanya, dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Kata Kunci  : Klausul Baku,Pinjaman Online, Konsumen,Pelaku Usaha.
Abstract
In Indonesia, the inclusion of standard clauses in the terms and conditions of the Indodana loan agreement is contrary to Article 18 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 36 paragraph (2) Letter b of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Indodana online loan agreement Standard clause in article 6 general sub numbers 1 and 2 on the terms and conditions of the Indodana online loan agreement. The purpose of this study is to analyze the conflict of norms of the inclusion of standard clauses in article 6 sub-general numbers 1 and 2 in the Indodana online loan agreement in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (1) letter g of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 36 paragraph (2) Letter b Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services and legal remedies that can be taken by consumers as borrowers of funds related to the inclusion of standard clauses regarding unilateral changes by business actors in the online loan agreement of PT.Artha Dana Teknologi based on applicable law in Indonesia. The results of the discussion show that in Article 6 sub-general numbers 1 and 2 of the Indodana online loan agreement regarding changes to information, terms, policies and provisions in the online loan agreement unilaterally by Indodana, it is contrary to or not in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (1) letter g of the Law. -Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 36 paragraph (2) Letter b Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services and Legal Efforts that can be taken by consumers as users of Indodana online loan financial services In handling the dispute, it can be pursued through litigation or non-litigation.
Keywords: Standard Clauses, Online Loans, Consumer, Bussinesman.
PENDAHULUAN 
Pada perjanjian baku, kurang diakui lagi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku muncul karena adanya hubungan hukum antara para pihak yang tidak seimbang, sehingga memicu pihak yang ada pada kedudukan lebih tinggi untuk melakukan hal-hal yang menekan pihak lain yang berada pada posisi lemah. Keadaan inilah yang memicu lahirnya perjanjian-perjanjian baku. Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat. Dengan demikian syarat, ketentuan dan isi dan perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang lebih kuat tersebut. Mariam Danrus Badrulzaman menyatakan bahwa, perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) lsinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur ;
2) Debitur sama sekali tidak menentukan isinya;
3) Terdorong oleh kebutuhannya, maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4) Bentuknya tertulis;
5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ketika konsumen rnenandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Atau dengan kata lain take it or leave it. 
Setiap pembuatan kontrak, baik dalam tahap pra kontrak maupun saat pembuat kontrak harus memuat itikad baik dari kedua belah pihak(Daeng, 2006). Itikad baik dari perjanjian dapat dilihat dari isi kontrak tersebut, serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus berimbang(Daeng, 2006). 
Perjanjian pembiayaan pinjaman kepada konsumen yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga harus dibuat dengan itikad baik. Selain dibuat dengan itikad baik dalam pembuatan perjanjian pembiayaan pinjaman kepada konsumen juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) :
 “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.”
Klausula- klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam suatu akta atau perjanjian. Klausula baku merupakan suatu klausula yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha pada kemasan barang ataupun pada surat-surat yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli. Klausula baku yaitu suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya, yaitu produsen atau pelaku usaha(Nasution, 2002). 
Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan metode yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efesien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Dalam membuat perjanjian, pelaku usaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Singkatnya, tidak adanya pilihan bagi konsumen untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian membuat konsumen menjadi pihak yang kurang dominan sebagai cenderung dirugikan(Gunawan, 2003).Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penerapan klausula baku ini tentunya lebih banyak merugikan konsumen, sebaliknya pasti akan menguntungkan lembaga pembiayaan.
Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun kepimilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.
PT Artha Dana Teknologi merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang mempunyai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang sering disebut Peer to Peer (P2P) Lending. Indodana adalah platform Fintech Lending dari PT Artha Dana Teknologi selanjutnya disebut PT Indodana atau Indodana. Didirikan sejak November 2017 dan mendapatkan izin OJK sejak Mei 2020. PT Artha Dana Teknologi memberikan layanan pinjaman, cicilan tanpa kartu kredit, kredit HP dan layanan PayLater. Indodana memulai perjalanannya pada September 2017. Pada Maret 2018, Indodana juga telah terdaftar di OJK dengan dasar hukum pelaksanaan usaha Surat OJK S- 235/NB.213/2018.
Indodana merupakan salah satu platform pinjaman online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cara pendaftaran yang cukup mudah. Mudahnya akses penggunaan pinjaman online membuat masyarakat tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun Bunga pinjaman online ukup tinggi dibandingkan dengan dengan bank. 
Menanggapi surat pembaca yang disampaikan oleh Ibu Primadea Alifa di Media Konsumen tanggal 13 April 2021 dengan judul “DC Indodana Meneror Teman Saya atas Hutang Saya 2 Tahun yang Lalu“, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Ibu Primadea Alifa. Sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut, Pihak Indodana telah menghubungi Ibu Primadea pada tanggal 14 April dan 15 April 2021 untuk memberikan penjelasan terkait keluhan Beliau, namun tidak berhasil kami hubungi. Untuk menindaklanjuti keluhan Ibu Primadea, mohon kesediaannya menginformasikan nomor ponsel aktif melalui email cs@indodana.com.

Salah satu kasus lain tentang klausula baku yang terjadi di Indonesia yang akan peneliti bahas adalah mengenai kasus pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman online Indodana bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. pada perjanjian pinjaman online Indodana Pasal ke 1 sampai dengan Pasal 5 mengatur mengenai beberapa hal yaitu definisi, hak intelektual properti, cakupan layanan, pengajuan,  potensi risiko.
Klausul baku pada Pasal 6 sub umum  angka 1 dan 2 syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman online tersebut dinyatakan sebagai berikut: 
1. “Penggunaan dan akses ke Situs ini diatur oleh Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Kami. Dengan mengakses atau menggunakan Situs ini, informasi, atau aplikasi lainnya dalam bentuk mobile application yang disediakan oleh atau dalam Situs, berarti Anda telah memahami dan menyetujui serta terikat dan tunduk dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku di Situs ini.

2.   Kami berhak untuk menutup atau mengubah atau memperbaharui Syarat dan Ketentuan ini setiap saat tanpa pemberitahuan, dan berhak untuk membuat keputusan akhir jika tidak ada ketidakcocokan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apa pun yang timbul akibat perubahan pada Syarat dan Ketentuan.” 
     Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau megurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

      Hal ini dipertegas dengan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi :

“Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian

baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada   ayat (1)yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan

b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau   perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.” 
 Hal ini menunjukkan bahwa ada konflik norma antara klausul baku Pasal 6 sub umum  angka 1 dan 2 dalam perjanjian pinjaman online Indodana tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis serta dikaji lebih dalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara perjanjian pinjaman online tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis lebih lanjut serta mengkajinya lebih dalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum tersebut menarik untuk diteliti secara normatif dan akan dituangkan dalam Artikel yang berjudul : “Analisis yuridis pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman online PT Artha Dana Teknologi.”

    Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada  Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian Pinjaman Online Indodana apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan menganalisis juga bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku peminjam dana terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian pinjaman online PT.Artha Dana Teknologi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian Pinjaman Online Indodana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku peminjam dana terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian pinjaman online PT.Artha Dana Teknologi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?    
   Kerangka teoritik yang digunakan untuk permasalahan penelitian ini yakni mengenai perjanjian dan klausula baku, perlindungan konsumen, upaya hukum lembaga pinjaman online. Perbandingan antara penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut :
1. Nama/Universitas: Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari/Universitas Udayana
Judul : Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi layanan Pinjaman Online
Persamaan : Penelitian yang telah ada dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas terkait klausula baku penggunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha selaku penyedia layanan.

Perbedaan : Penelitian yang telah ada membahas mengenai sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai upaya hukum yang dapat diselesaikan
2. Nama/Universitas : Annisa Syaufika Yustisia Ridwan/ Universitas Gadjah Mada

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (Peer to peer Lending) pada platform Koinwork.com dan Investree.id

Persamaan : Penelitian yang telah ada membahas mengenai pencantuman klausula baku pokok permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perbedaan : Penelitian yang telah ada membahas mengenai pencantuman klausula baku pada platform digital Koinwork dan Investree, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan Indodana.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat adalah konflik norma, karena terdapat pertentangan hukum antara perjanjian pinjaman online Indodana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Penelitian ini menggunakann beberapa pendekatan yaitu Pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konsep (conceptual approach) dilakukan    dengan cara menelaah bahan hukum, teori-teori, doktrin, pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. 
Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Syarat dan ketentuan perjanjian Indodana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan dalam bentuk literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah hukum. 
Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif dan dengan cara mengkaji dan menelaah secara kompeherensif dibantu dengan teori yang telah didapatkan dari studi kepustakaan (library research) seperti membaca, menelaah, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Hal ini bertujuan agar didapat argumentasi berupa jawaban terhadap masalah penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian Pinjaman Online Indodana dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
    Pencantuman klausula baku akan sangat merugikan konsumen sehingga pihak konsumen memiliki posisi lebih lemah, jika dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, dikarenakan beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha, akan serta merta berpindah menjadi beban bagi konsumen. Ketentuan mengenai pecantuman klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam Pasal 18, diuraikan bahwa :
“pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

     Merujuk pada bunyi pasal larangan di atas, pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi jasa pinjaman berbasis online dilarang menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 dimaksudkan untuk mencegah adanya klausula-klausula baku yang letak dan bentuknya sulit atau tidak dapat terbaca jelas oleh nasabah, sementara dalam klausula-klausula tersebut mungkin saja ada yang sangat memberatkan nasabah debitur(Kasmir 2008).
     Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. Mengenai suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.”

     Dalam mengadakan suatu perjanjian tentunya harus memenuhi keempat syarat yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan yang mengikat bagi para pihak, kesepakatan tersebut terpenuhi ketika para pihak menyetujui dan tunduk akan hal-hal yang terdapat dalam suatu perjanjian baku(Harianto, 2016). Teori yang mendasarinya yaitu teori kehendak, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori kepercayaan. Pada syarat dan ketentuan pinjaman online Indodana para pihaknya dianggap sepakat dengan adanya bukti persetujuan konsumen akan tunduknya konsumen atas syarat dan ketentuan dari perjanjian pinjaman online Indodana.
    Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan pada umumnya diukur melalui usia seseorang dimana pihak-pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Dalam hal ini, konsumen pinjaman online Indodana dapat diukur kecakapannya melalui Kartu Tanda Penduduk yang diunggah untuk pengajuan pinjaman online (sebagai pembuktian bahwa pengguna tersebut sudah berumur 18 tahun). Sedangkan, perusahaan Indodana selaku pihak pelaku usaha dapat diukur kecakapannya dengan ukuran bahwa suatu usaha atau pelaku usaha tersebut terdaftar dan memiliki legalitas. Dalam hal ini PT. Artha Dana Teknologi selaku perusahaan pinjaman online merupakan perusahaan jasa pinjaman online yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

     Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek atau hal pokok yang menjadi kesepakatan para pihak. Sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian harus jelas dan dibenarkan oleh hukum yang ada. Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

    Menurut J. Satrio menyatakan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (J.Satrio 2010). Dalam perjanjian yang akan diteliti objeknya sudah jelas yaitu produk pinjaman online oleh Indodana.

     Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian dibuat harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Para pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang bertentangan dengan norma-norma yang terlah berlaku. Apabila merujuk pada  Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian Pinjaman Online Indodana bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi maka menurut penulis Pasal yang terdapat pada perjanjian syarat dan ketentuan penggunaan pinjaman online tersebut tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. Sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata, dimana “causa” atau “sebab” dapat dikatakan halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini mengakibatkan ketentuan tersebut yang di dalamnya terdapat klausula baku pada syarat dan ketentuan pinjaman online Indodana dapat dikatakan batal demi hukum atau dalam bahasa inggris dikenal dengan “null and void” dan dianggap ketentuan tersebut tidak pernah ada.
        Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang dengan jelas klausula baku terkait perjanjian pinjaman online namun dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku. Hal ini melanggar ketentuan hak konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah: “a. berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”
Klausul baku pada Pasal 6   angka 1 dan 2 sub umum pada syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman online tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1 “Penggunaan dan akses ke Situs ini diatur oleh Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Kami. Dengan mengakses atau menggunakan Situs ini, informasi, atau aplikasi lainnya dalam bentuk mobile application yang disediakan oleh atau dalam Situs, berarti Anda telah memahami dan menyetujui serta terikat dan tunduk dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku di Situs ini.

2 Kami berhak untuk menutup atau mengubah atau memperbaharui Syarat dan Ketentuan ini setiap saat tanpa pemberitahuan, dan berhak untuk membuat keputusan akhir jika tidak ada ketidakcocokan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apa pun yang timbul akibat perubahan pada Syarat dan Ketentuan.”  
    Jelas, bahwa klausul seperti di atas tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak bank dan memberikan pilihan kepada pengguna aplikasi pinjaman untuk menerima atau menolaknya. Penulis juga mencermati mengenai bentuk dan tata letak pencantuman klausula baku syarat dan ketentuan pinjaman online Indodana juga menyalahi ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengung-kapannya sulit dimengerti. Pengukapan mengenai syarat dan ketentuan bagian sub umum tidak dijelaskan secara spesifik sehingga sulit dipahami mengenai penggunaannya.
   Jadi, ketidak jelasan konsumen pada suatu klausula baku tersebut adalah bukan saja merugikan sekali bagi pihak konsumen hal-hal yang dicantumkan pada klausula tersebut, sehingga banyak konsumen merasa dirugikan karena pembaharuan klausula baku secara sepihak tersebut. Akhirnya konsumen hanya mempunyai pilihan menerima atau menolaknya.

   Pada dasarnya dalam suatu perjanjian, para pihak dapat membatasi atau bahkan sampai batas-batas dibenarkan oleh hukum, dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang menimpa diri atau harta orang lain. Maksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak dapat saling sepakat untuk menyingkirkan ketentuan hukum yang menambah, yang mengatur tentang kewajiban pihak yang satu untuk menanggung resiko kerugian pihak yang lain.

    Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara klausul baku Pasal 6 angka 1 dan 2 sub umum dalam perjanjian pinjaman online Indodana tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Analisis Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Selaku Peminjam Dana Terkait Pencantuman Klausula Baku Tentang Perubahan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Pinjaman Online PT Artha Dana Teknologi Berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dengan adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen kedudukan konsumen dapat terlindungi. Adanya peraturan perlindungan konsumen tersebut menjadi dasar bagi para konsumen agar bisa memperoleh jaminan barang dan jasa yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat memberikan suatu upaya-upaya bagi konsumen untuk melindungi hak-haknya. Selain Undang-Undang Perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga merupakan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bidang keuangan (Hernoko, 2008).
Penggunaan klausula baku saat ini sedang maraknya dipergunakan oleh pelaku usaha dalam penyusunan syarat dan ketentuan penggunaan layan pinjaman online. Hak-hak konsumen cenderung diabaikan oleh pelaku usaha meskipun terdapat peraturan mengenai larangan untuk mencantumkan klausula baku dalam suatu perjanjian baku. Seperti contohnya klausula baku yang terdapat dalam syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman online Indodana.

Pada syarat dan ketentuan pinjaman online Indodana, salah satu klausulnya yaitu pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian pinjaman online Indodana bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam perjanjian. Hal ini tentunya menimbulkan suatu kerugian bagi pihak konsumen, dimana konsumen tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak pelaku usaha ketika terdapat klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun atas perubahan informasi,syarat, kebijakan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman online Indodana. Pihak konsumen yang merasa dirugikan akibat perjanjian baku yang klausulnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan upaya hukum dengan cara menyelesaikan sengketanya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan. Peraturan mengenai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”
Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa yang tertuang pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi :“Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”

Penyelesaian perkara yang dilakukan melalui jalur non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan (alternative dispute resolution) merupakan salah satu upaya hukum yang diambil oleh para pihak yang bersengketa dengan harapan para pihak bisa menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan secara efektif dan efisien dan tetap mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa: “Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

   Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen pinjaman online Indodana dalam menyelesaikan sengketanya bisa melalui jalur non litigasi terlebih dahulu seperti contohnya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apabila jalur non litigasi tidak dapat terpenuhi maka dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak yang bersengketa dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Pihak konsultan hanya yang memberikan saran dan pendapat dalam bidang hukum kepada suatu pihak yang bersengketa kemudian keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam hal penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, konsumen dan pihak perusahaan Indodana dapat berkonsultasi dan meminta nasihat atau pendapat kepada pihak ketiga untuk memberikan saran dan pendapatnya dalam bidang hukum sehingga proses sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Alternatif penyelesaian sengketa yang kedua yaitu negosiasi, pengertian mengenai negosiasi menurut Fisher dan Ury yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak (Susanti 2009). 
Dalam hal penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi, konsumen dan pihak perusahaan Indodana bisa berdiskusi untuk menyelesaikan sengketanya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Sehingga dalam proses negosiasi tidak ada prosedur baku. Prosedur dan mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Selain alternatif diatas, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi. Pengertian mengenai mediasi menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis menyatakan bahwa :

“Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan” (Susanti 2009). 

Mediator berperan penting dalam proses mediasi yang berfungsi sebagai penengah dan hanya bertugas memberikan saran atas pemecahan masalah namun tidak diperkenankan untuk memaksa para pihak untuk menaati dan mengikuti apa yang telah disarankan oleh mediator. Faktor penentu dalam menyelesaikan sengketa dalam berjalannya suatu mediasi adalah dengan dipenuhinya keinginan para pihak (Sembiring 2011). Dalam hal penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, konsumen dan pihak perusahaan Indodana dapat menyelesaikan sengketanya dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang sifatnya netral dan tidak memihak. Mediator berperan sebagai penengah (pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya diputuskan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Alternatif dalam penyelesaian sengketa lainnya, para pihak bisa meminta penilaian para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya atau dengan cara konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan adanya intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa (Fibrianti 2015). Langkah-langkah tersebut kemudian ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa dan jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga akan memberikan usulan jalan keluar dari sengketa.

Jika upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan masing-masing pihak. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi (pengadilan) dengan cara :

a. Pengajuan gugatan secara perdata yang diselesaikan menurut instrument hukum perdata dan dapat digunakan prosedur gugatan perdata konvensional, gugatan perwakilan/ gugatan kelompok (class action), hak gugat LSM (Legal standing) dan gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait;

b. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana; dan

c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrument hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiil (Adi 2011).
Upaya hukum melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman online Indodana terkait perubahan informasi, syarat, kebijakan dan ketentuan oleh perusahaan Indodana secara sepihak dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. 
    Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan merekapun dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah “adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.” Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak-hak milik konsumen yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Hak ini dimaksud karena pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibandingkan dengan konsumen. Maka, konsumen harus mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya.
PENUTUP

Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian Pinjaman Online Indodana terkait perubahan informasi, syarat, kebijakan serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman online secara sepihak oleh Indodana bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pengguna jasa keuangan pinjaman online Indodana dalam menangani sengketanya, dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaku usaha seperti pada penelitian ini yaitu pihak perusahaan Indodana dalam membuat suatu perjanjian baku terutama dalam hubungan bisnis lebih memperhatikan kesetaraan, kedudukan, hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen serta tidak melanggar larangan terkait pencantuman klausula baku dalam satu perjanjian baku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya jika yang berkaitan dengan klausul baku agar  dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menyampaikan pembaharuan aturan dan kebijakan di dalam perjanjian pinjaman online mengenai, batasan pemberian pinjaman, penyelesaian pinjaman macet dan sebagainya kepada pihak konsumen.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan agar tidak terdapat pelanggaran terkait hak-hak konsumen serta memberikan rekomendasi mengenai perusahaan Pinjaman Online yang taat dan sesuai dengan hukum.
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